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TENTANG

'PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA

Menimbang: a.

Mengingat : 1.

DAN OLAHRAGA KABUPATEN BATANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) huruf e
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal, perlu menyesuaikan kedudukan Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang sebagai satuan
pendidikan nonformal sejenis yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor
63 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata
Kerja Unit Pelaksana Téknis Dinas Sanggar Kegiatan
Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Batang;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik



10.

11.

12.

13.

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya  Daerah Tingkat II
Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan
dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3381);

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5410); :

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 53,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5157); .

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81
Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan
Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 877);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun
2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
40);

Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008
tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 3 Seri: D Nomor: 2)



sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten
Batang Tahun 2013 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di
Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang
Tahun 2013 Nomor 3);

15. Peraturan Bupati Batang Nomor 44 Tahun 2012 tentang
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang
(Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 Nomor 44);

16. Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Batang (Berita Daerah
Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 63 Seri D Nomor
42);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN BUPATI BATANG NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN
BELAJAR DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BATANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 63 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Sanggar Kegiatan Belajar Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor 63 Seri D Nomor
42) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Batang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batang.

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang selanjutnya disebut

- Dinas adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Batang.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Batang.

Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unsur Pelaksana Teknis
Operasional/Penunjang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Batang.

Sanggar Kegiatan Belajar adalah satuan pendidikan nonformal sejenis
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk



menyelenggarakan program pendidikan anak usia dini dan program
pendidikan masyarakat dalam rangka mempersiapkan peserta didik
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dan/atau membekali peserta

-~ didik dengan keterampilan sehingga mampu membuka usaha secara
mandiri maupun di dunia usaha, serta menyediakan layanan
kebutuhan belajar lainnya yang tidak tersedia pada jalur pendidikan
formal.

8. Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam
satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada

~ keahlian atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional
yang terdiri atas sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas
Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Batang.

(2) Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten
Batang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sebagai satuan
pendidikan nonformal sejenis yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah.

. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai tugas
mengelola dan menyelenggarakan program pendidikan nonformal serta
melaksanakan percontohan dan pengendalian mutu program pendidikan
nonformal, pemuda dan olahraga.

. Ketentuan Pasal 6 diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf
yakni huruf aa sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 5,

Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar mempunyai fungsi :

a. pembangkitan penumbuhan kemauan belajar masyarakat dalam
rangka terciptanya masyarakat gemar belajar;

aa. melaksanakan program pendidikan nonformal yang meliputi program
pendidikan anak usia dini dan program pendidikan masyarakat;

b. pemberian motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu
menjadi tenaga pendidik dalam  pelaksanaan azaz  saling
membelajarkan;

c. pemberian pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal,
pemuda dan olah raga;

d. pembuatan percontohan berbagai program dan pengendalian mutu

pelaksanaan program pendidikan nonformal, pemuda dan olah raga;

penyusunan dan pengadaan sarana belajar muatan lokal;

penyediaan sarana dan fasilitas belajar;
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h.

i.

pengintegrasian dan penyinkronisasian kegiatan sektoral dalam bidang
pendidikan nonformal, pemuda dan olah raga;

pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana pendidikan
nonformal, pemuda dan olah raga;

pengelolaan urusan tata usaha sanggar kegiatan belajar.

5. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan dan penyelenggaraan
pendidikan nonformal pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar
Kegiatan Belajar Kabupaten Batang diatur dalam Peraturan Bupati
tersendiri.

Pengukuhan Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar
Kabupaten Batang sebagai Satuan Pendidikan Nonformal yang
diselenggarakan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
‘Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 2 Februari 2016

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 2 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

il
AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001



